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ABSTRACT

The validivy of the leeedem regime in outer space regulated in the Chter Space Treaty in 1967
brings abow many countries able to explore treely and use the omer space. Cne of the use ol
uuter space 15 marked with variouws auer space satelbiee launchang and operation which may
couse o tailure and hazard and oc big loss on the surface of the ewth such as the space shuttle
explodes, the rockel does not meel the targes o possihly the space ohjects drop down or the
debris which coters the carth orbul so than caoses a danvige Tor ancdhier party. This wiil create
another international responsaibaliuy related wath the jurisdwtisaon preblem and contrelled by the
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PENDAHULUAN

Kemajuan  teknologi  pener-
bungan sesudah berakhirnya pe-
rang dunia kedua membawa aki-
hat terhadap kehidupan manusia
sekarang, yang telah mampu me-
lakukin  penerbangin-penerbang-
an baik ke ruang udara maupun ke
ruang angkasa. Kemajuan wekno-
logi ini tidak saja berpengarub di
bidang pohluk, ekonomi. milier
dan kebudayaan, tetapi juga ber-
pengaruh di bidang hukum. Khu-
sus  mengenal kegiatan peman-
faatan ruang angkasa ditandai de-
ngan pelupcuran satelit milik Uni
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Soviet (sckarang Rusia) pada ta-
hun 1957 yuitu satelit Sputnik L
Sejak saal mu roag angkasa yang
tadinya kosong mulai diisi dengan
berbagai benda ruang angkasa,
terutama durl negara-negara yang
mempunyal keampuan  eknolog
tinggi seperti Amerika Serikat dan
Rusia dengan fungsi dan tujuan
vang bermucam-macam.

Kegiatan pemanfaatan ruang
angkusa tersebut menimbulkan ju-
gi kekhawatiran umat manusia di
planet bumi, karena selain kegiat-
an itu berdampuk positif tetapi da-
pat juga berdumpak negatif. sebab
ada kemungkinan pengunaannya
untuk maksud dan twjuan yang ti-
dak damat afau dapat pula menim-
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hulkan danfatau bahava besar di
permukaan bumi. Karena it fahir-
Y perpinjlan imternasional seper-
ti Owter Space Treary tahun 1967
Fule aenmatur entang s1ams ni-
ang  angkusa, bulan dan benda-
tenda Langnit lainnya, usaha-usaba
dan kegntan-kegiaan manusia di
ruang angkasa, serta menctapkan
hak dan kewajiban d1 ruang ang-
kasa. vang awal pemantaatannya
unluk kesejahterann wmat manusia
dan wjuan damai. namun dalam
perkembuangunnya tidak menuiup
kemungkinan akan dimanfaatkan
bukan antok wjuan damar atay
akian digunakan untuk pertentang-
an mititer (E. Suherman, 198%:
£3). Perjonjion imternasional ani
telah dirarifikasi dengan Undang-
Undung Nomor 16 Tahun 2002,
Saluh s hal vang menyve-
buabkun kekhawatiran wmat muno-
sia adalah digunakannya prinsip
kebebasan dalam rejim hukum di
muang wangkisa puda Onter Space
FTreary rahun 1967, Karena dengan
dipakuinya prinsip tersebut maka
sehip negara bebas memanfaat-
kin roang angkasa dengan cara
mengeksplorasi, mengadakan pe-
nyvelidikan  dan penelitian yang
didusarkan was asas kesamaaun de-
rafat sermua negara dan Ketentuan
hukum internusicnal serta beme-
doman pada Piagam Perserikatan
hangsa-Bangsa (PBB), tanpa me-
mandang ungkat kemuuan pengu-
axitun wiau klaim kedaulatan di ru-
ang  angkasa. Menurut  Pasal ]

IL.

sampai dengan Pasal 3

Ouier
Space Treaty tahun 1967, hal imi

holeh  dilakukan  karena  ruang
angkasa dipandang scbagar waris-
an hersama umat manusia atau the
common  heritage  of  mankind,
Prinsip kebebasan itu sendiri, se-
benarnya, bentujuan untuk men-
ciptakan perdamauian dan Keaman-
an, dengan adanya larangan kcgi-
atan militer di ruang  angkasa,
sehagaimana diatur pada Pasal 4
Outer Space Treaty thun 1967,
Namun dalam praktik, prinsip in
tidak selamanya dijalankan oleh
negani-negara dengan berbagai a-
lasan dan sehab. Selain itu, walau-
pun ada kebebasan untuk kegiatan
pemanfaatan ruang angkasa bagi
setiap negara, tetapi secara tekmis
tidak semua negard mampu me-
manfaatkannya sehingga diperlu-
kan kerjasama antar nogara dalam
pemanfaatan ruang angkasa. Pusal
o Outer Space Treaty Whua 1967
menyatakan bahwa nepara-negard
diwagibkan untuk saling terbuka
satu sama lain dalam kegiatan Ker-
jasama pemanfaatan ruing angka-
s Meskipun demikian. dalam hal
peluncuran dan pengoperasian $a-
telit, negara peluncur bisa menga-
lami kegagalan melakukannya. s¢-
hingga menimbulkan kevugian ter-
hadap pihak lain,

PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang
atas, maka permasalaban yang -



hahas dalam talisan 1 adalah ba-
sdimana tanggung jawab hukum
negara peluncur terhadup pihak
vang dirugikan akibat dari pelun-
curan dan  pengoperasian  satelit
ruang anghasa?

ITL.PRINSIP DAN KAIDAH HU-

KUM ANGRASA
Quter Space  Treatv  tahun

1967 vang merupakan ketentuan

Mugna Charte dalam  Kegiatan

bidang  ruang  angkasa  memuat

prinsip-prinsip pokok dar seluruh
kegatan  tersebuat. Prinsip-prinsip
int tercer-min pada Pasal | sampai

11 Outer Space Trean: tahun 1967

yang menyatakan sebagai berikut;

. Prinsip kebebasan dalam me-
lakukan  kegiatan  cksplorus
SCrtd PCNZgunadn Tuang ang-
kasa secara non-diskriminasi
untuk kepentingan dan manfa-
at semua negara.

2. Prinzip larangan penundukan
nasional atas nlang angkasa,
termasuk  bulan dan henda-
benda langit lainnya.

3. Prinsip beriakunya ketentuan-
ketentuan  hukum internasio-
nal, termasuk Piagam PBB ba-
£i kegiatan neang anghasa,

4. Prinsip larangan penempatan
dan percoboaan senjuta nuklir
dan senjala pemusnah masal
sertd pertahanan keamanan di
ruang angkasa.

5. Prinsip kewajtban pertolongan
terhadap astronot sebagal duta
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kemanusinan dan pengermbali-
an terhadap astronot serta ben-
da-bendi ruang angkasa yang
melakukan pendaratan  daro-
rat. kecelakaan atau dalam ke-
adaan “distress”.

6. Prinsip tanggung jawab nepa-
ra bagi kegiatan nasional, de-
ngan  melaksanakan  kewe-
nangan dan pepgawasan tens
mencrus. dan kewajiban mem-
berikan ganti kerugian inter-
nasional karena akibat yang
ditimbulkan  kegiatan benda-
henda ruang angkasa.

7. Prinsip pelaksanaan yurisdiksi
dan pegendalian atas benda
raang ngkasa oleh negara
pendattar  dart spale benda
ruang angkasa.

8. Prinsip perlindungan dan pe-
lestarian lingkungan melalul
konsultast internasional.

9. Prinsip kerjusama internasio-
nal.

Mengingut prinsip-prinsip ter-
sebut di atas bersifat universal,
maka tidak heran pka  sampai
tanggal 1 Junwar 2007 jumlah ne-
para yang telah meratifikasi Outer
Space Trearv tahun 1967 berjum-
lah 9% negara. Meskipun banyak
negard yang belum meratifikasi,
rramun dalim praktiknya, negara-
negara terschbut menghormati dan
melaksanukan prinsip-prinsip ter-
sebut di atas. Dengan demikian
dapat  dikatakan  bahwa  Qurer
Space Trearv tahun 1967 bukan
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sekedar trean comfract tetupl Juga

muerupakan lan- making trear.
Meskipun  prinsip-prinsip 1y

bersiful universal, nimun dalam
praktik peluksanaannya di bebera-
pa negara hisa berbeda-beda, ka-
rena wrdipat perbedaan penatsir-
an. Beberapa contoh perbedaan
penafsiran ying menimbulkan ada
perhedaan dalim pelaksanasnnya,
seperh berikut (Supancana, 2003
4y
1. Pengertian “province of man-
L upakab sama  dengan
Coanmnaieart Reritage of  man-
kind ", meskipun kedoanya
merupakin kawasan Shevond
mattona! ferriton™, el pe-
natsivan yang berbeda dapat
mengakibatkan  pelaksanasn
sang berbeda pula.
Mengenai status ruang angka-
sit scbagal “provinee of man-
Kind™ dun Ccemmion heritage
ef manking”, ada negara vang
menalsirkinnya sebagal “Ccom-
wen fnterestT . naman ada ne-
gara vang memahaminya se-
bagan “eosmmean ownership”,

3. Berkaitan dengan konsep “ron
eEprCEriatian” negarda Ameri-
ka Scrikat berpendupat bahwa
hanya terbatas pada pengertian
ndak tunduk kepada “kedau-
latan nasionad™, akan telapi ke-
pemthkan pribadi dimungkin-
kan. di mana hal i diatur pa-
da hokum nasional masing-
TRANIIE. SUTnentard 1 negara-
negara yang lain seperti Halia,

|+

N

Perancis dan Belanda, berpen-
dupat bahwa “non-appropri-
ation” tidak hanva berlaku ter-
hadap negara tetapi juga ber-
laku bagi badan hukum lain-
nya.

Mengenal pengertian “pedce-

Jul7, meskipun dari rumusan

Chater  Space  Treaty  tahun
1967 sesuai dengan penafsiran
Amerika Serkat vaitn “par-
tial demilitarization” (sepan-
Jang tidak agresify. Namun
tegard lain sepert! [ran masih
mempertanyskannya, terutama
dikaitkan depgan penatsiran
Rusia yang memuohami “pea-
cefrel” sebagal “non-military”.
Masih banvak negara yong
belum atau tidak memaham
adanya perbedaan  konsepsi
antara  Ustate  respeonsibitin”
dan  “iternational  liabifin”
dalam konteks kegiatan ruang
angkaxa, dimana “state res-
prnsibitin” marupakan bentuk
LangEunRg  jawab umum. se-
dangkun “imternational ik
firy™ memapakan  salab  satu
bentuk yaitu berupa kewajiban
unak  membayar  gant ke-
rugtan.

Menyangkut kewajiban antuk
telakukan “internationad con-
sultation”, masih rerdapat pe-
nufsiran yang berbeda, teruta-
ma dalam hal permuntaan kon-
sultasl dilakukan oleh negara
vang secara potensial  akan
menghadapt dampak dart ke-



giatan ruang angkasa yang di-
lakukan oleh negara lain. Apa-
bila lungkah konsultasi terse-
but gagal. letap tidak ada ke-
wajiban hagi negara vang me-
lukukan kegiatan untuk meng-
hentikan kegtatananya.

7. Tidak jelasnva kriteria tentang
kualtfikast dan “space crew”
yang dapat dikategorikan se-
bagal astronol yang merupa-
kan “eavevs of mankind'. Hal
ini penting karena di masa
depan akan semakin banyak
personil yang dikirim ke ruang
angkasa. termasuk  kemung-
kinan wisalawan yang tidak
semuanya Juyak diperlakukan
sebagal "envoys of mankind .

8. Tiduk ada kejelasan fentang
negara mana yang dimaksud
dengan “appropriate state”, a-
pakah “funnching state”, Vre-
gistration state”, atal negura
yang memberikan lisensi hagi
suatu kegiatan ruang angkasa,

9 Masih  diperlukan  redefinisi
terhadap beberapa istilah dan
pengertian, seperti “space ac-
Hvities”, "space objects”, “la-
unching state”, “national ac-
fivittes”, dan laimn-lain.
Perjanjian internasional  lain

yang merupakan penjabaran dari

Pasal & sampai 7 Outer Space

Freaty tahun 1967 adalah Liabitiry

Convention \ahun 1972, Perjanji-

an ini mengatur tentang prosedur

dan mekanisme ganti kcrugian
yang diakibatkan kegiatan benda-
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benda angkasa, Liakifine Conven-

i tahun 1972 memual keteo-

tuan-ketenioan pokok  Kegiatan

riang angkasa, yaito

. Pengeruan-pengertian pokok
sepertt kerugian, peluncuran,
nagara peluncur. dan henda
ruang ungkasic.

2. Prinsip tanggung jawab yang
bersifar mutlak (absofure fia-
#ifityy, dalam hal  kerugian
terjadi pada permukaan bami
arau pada pesawat udara yang
sedang  dalam  penerbangan.
Sermentara itu bagi kerugian
yang terjadi ¢ ruang angkasa
tanggung Jawabnya berdasar-
kan unsur kesalihan (abidfin
faved on fanlr).

3. Pihak vang bertanggung ja-
waby atus kerugian yang dia-
kihatkan oleh benda-benda ru-
ang angkasa adalah negara pe-
luncur vang meliputi: negara
yang benar-benar meluncur-
kan, negara yang membiavai
peluncuran. negara yang me-
nyediakan wilavah atau fasili-
tasnya untuk kepentingan pe-
luncuran. Dalam hal dilakukan
peluncuran bersama maka per-
tunggungjawabannya bersifat
bersama-sama dan tanggung
renteng.

4. Pihak yang dapat mengajukan

tuntutan ganti kerugian adalah
negara yang Ldak termasuk
dalam pengeitian negara pe-
luncur yang mewakili  batk
kcpentingan  negara  maupun
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badan hukum dan badan pri-
hudi vang wenderita kerugian
akibut kegratan  benda-benda
ruany angkasa.

Tuta cara pengajuan [unidtan
gunti kerugiun pada instans
pertama dilakukan melalui ja-
lur diplomatik. Jika cara itu
sagul. dapat dibentuk  olafim
commiston  atas  kesepakatan
negara Korban dengan negara
peluncur. Gugatan juga dapat
titukukan melalui pengadilan,
atau pengachilan administrast
atau hadan-badan pemerintah
terkail pada negara peluncur.
Penctapan jumilab ganti keru-
gian  harus  didasarkan  atas
prinsip-prinsip  hukum  inter-
masional dan prinsip keadilan
untuk  memulihkan  keadaan
korbun seperti sebelumnya,
Dalam hal terjadinya “arge
scafe daneger” sebagal akibat
duri kegiatan henda angkasa
vang dapat  membahayakan
kehidupan manusia dan ling-
kungunnya, maka negara pe-
luncur wajib memberikan ban-
mn  kepada negara  Korban
dalam melukukan “search and
recavery old olecs up o ke
ratiens” qika diminta oleh
negara korban.

Perjunjian im juga berbaku ba-
gl Organisasi-OTEanisusi inter-
nasional  yang  menyatakan
mencrimad hak-hak dun Kewa-
jiban sebagaimana diatur da-
lam perjanjian in.

A

Selama  berlakunya  Liahilin
Comvention tahun 1972, dalam
praktik masih terdapat perbedaan
penafsiran tentang hal iu. Salah
satu contoh adalah kasus mrerni-
sional yang menonjol yatu kasus
jahnya satelit Rusia “Cosmos
954" di wilayah Kanada. Dan
“diplomatic commurication’” yang
dilakukan antara Kunada dan
Rusia terdapat perbedaan penal-
siran mepgenal beberapa persoal-
an, yairu:

1. Dalam hal jatuhnya benda ru-
ang angkasa yang mengan-
dung ancaman sangat besar,
Rusia menafsirkan  bahwa
yang berhak menentukan ban-
fuan dalam melakukan kegi-
atan “‘searclt and recovery and
clean up operation” adalah
negara peluncur, sedangkan
Kanada berpendupat bahwa
halt tersebut merupakan hak
negara korban.

2. Sebagal konsekuensi dari pe-
nafsiran tersebut. Rusia ber-
pendapat bahwa negaranya ti-
dak bertanggung jawab atas
biaya tindakan “search and
recovery i clean up ope-
ration” yang dilukukan oleh
Kanada yang bekerjasama de-
ngan Amerika Scrikal. De-
ngan demikian Kerugian yang
dapat dimintakan kompensasi-
nva tadalah iduk termasuk bia-
ya “search and recovery clean
up eperation”. tctapl hanya
terbatas pada kerogian yang



bersifat fisitk dan  langsung

Sija.

Selain itu, Linbility Conven-
tios tahun 1967 i juga masih
mengandung heberapa kelemahan,
sepertt pengertizn negara pelun-
cur. Apdbila mengacu pada pe-
ngertian dalam konvensi. maka itu
dapat memimbulkan posisi yang
trdak adil atau wnfair khususnya
bagi negara vang hanva menye-
wakan wilayah atau fasititasnya
untuk  kepentingan  peluncuran.
Padiahal konstribusi nepara lerse-
but untuk menimbulkan kerugian
adalah minimal, Hal yang sama
juga dirasakan oleh negara yang
melakukan “procurement” sepan-
jang mereka tidak  secara  aktif
terlibat  dalam  kegiatan  pelun-
curan. Kelemahan lainnya adalah
karepa  perjanpian  ini bersifar
Y ROVEFRMENt o RUVEFRMER!T, se-
himgga jaminan atas proses ganti
kerugian yang cepat, efektif, dan
layak bagr kepentingan  korban
kurang terpenuhi. D samping #u
perjanjian  1nl kurang manpu
mengakomodasi secara memuas-
kan tentang kenyalasn meningkat-
Aya peran swasta dalam kegiatan
ruang angkasa beserta segala im-
plikasinya.

Selain  Liabifitv Convention
tahun 1972, maka Chiter Space
Treatv tuhun 1967 juga dijabarkan
lebih lanjut dalam Repistration
Cemvention  lahun 1975, yang
merupakan penjabaran dari Pasal
8 Quiter Spuce Treary tahun 1967,
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Registration  Convention  lahun

W75 mengatur ftentang prosedur

dun pendifiaran kegialan ruang

angkasa, Perpanjian ini antara lain
memuat mengenai hal-hal berikut:

i. Beberaps  pengermian pokok
seperti negara peluncur, ben-
da-benda ruang anghkasa, dan
negara pendaftar.

2. Kewajiban negara peluncur
untuk  inendaftarkan  obyek
vang  diluncurkin ke roang
angkasa dalam  suatn sistem
pendaftaran  yang terpelihara
dan meluporkan pendaftaran
terschur - kepada Sekretans
Jenderal PBB.

3. Dalam sualu peluncuran ber-
sami, para pihak wajib mene-
tapkan pihak yang harus me-
lakukan pendaftaran.

4. Sckretaris Jendera] PBB wajib
memelihara catatan pendaftar-
an atas benda-benda yang di-
luncurkan ke ruang angkasa,
termasuk informasi yang me-
lengkapinya, Informast yang
adu dalim catatun pendaftaran
tersebut bersifat terbuka untuk
diakses secara penuh,

Informasi-informasi yang ha-

rus disampaikan oleh negara

pendaftar, seperti nama negira
rehancur, tanda-tunda dan
nomar registrasi. tanggal dan
wtlayah ataw lokas: peluncur-
an, parameter dasar orbit yang
meliputi “nodal pericd”, Ma-
pogee”. dan Vperigee”, fungs
umum dari benda ruang ang-

S..J"i
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kasa vang bersangkutan, infor-
masi Lain yanp diperlukan
vung disampaikan sccara ber-
kada, serta informast dalam hal
benda ruang angkasa tersebut
sudah tgdak berfungsi,

fr. Rerjasming untuk memberikan
bantuun  dalam  mengidentifi-
kisi bernda tuang  angkasa
ying menimbulkan kerugian,

7. Berlukunya perjanjian ini bagi
Inter-Governmental Orvpani-
cation (NGO yang menvyata-
Kan menerima hak-hak  dan
kewajiban sesual denpman ke-
RIMLE Konvensi

IV. TANGGUNG  JAWARB  HU-

KUM NEGARA PELUNCUR
SATELIT

Pemanfaatan ruang  angkasa,
khususnya dalam peluncuran dan
pengoperasian satelit yang proses
kegiatannya mudai dari permukaan
bumi =ampai ke reang  angkasa
penubr dengan nisiko ungegi dan
tiza terjadi kegagalan yong dapat
menimbulkan suatu babkaya dan
atau kerugian besir di permukaan
bumi, sepertt meledaknya “space
sufile”, roket tidak memenuhi sa-
saran atau kemungkinan kejatuhan
“srice  objects”  atan Cdebriy”
vane nemasuki orbit bumi se-
hinggn  menyebabkan  kerugian
terhadap pihak Tain, Hal i tentu
saja menimbulkun masaluh tang-
oung juwab internasional,  yang
sclalu berkaitan  dengan masalah

yurisdiksi dan kentrot wleh negara
peluncur terhadap space objects-
nya oy mang angkasa, Pada u-
mumnya negara peluncur hanya
man  bertanggung  jawab  jika
space ohjets yang menimbutkan
habhaya dan atsu kerugian berada
di hawsh yurisdiksi dan kontrol-
nya. Apabila tidak, maka negura
peluncur  dapat  saja menolak
tanggung jawab tersebut. Uniuk
menghindan  adanya  penolakan
langgung jawab, maka negari-
negara peluncur wajib  mendat-
tarkan space objecis-nya Kepada
Sekretaris  Jenderal Perserikatan
Bangsa-Bangsa (Sckjend PBB)
sebagaimana diatur pada Regis-
rration  Convention tahun 19735,
Perjanjian intcrnasional ini telah
diratifikasi  dengan  Keputusan
Presiden Republik Indonesia No-
mor 5 tahun 1997, Konvensi ind
menyatakan bahwa negara pelun-
cur mempunyal kewijiban untuk
mendaftarkan benda angkasa dan
menyampaikan informasi menge-
nal benda yang dijuncurkan ke-
pada Sekjend PBE. Meskipun
demikian, dadam prakik banvak
ncgara vang tidak mendaftarkan.
khususnya satelit mihiter kepada
Sekjend PBB. Hal ini munskin
dengan pertimbangan  menjaga
rahasta pertahanan dan keamanan
negara  masing-masing  {(Huarvoe-
matararm, 1989; 823,

Mengenai  penjuburan  tang-
sung jawab internasional ersebul.
schenarnya,  telah  ada dalam



S

Ligdidfive Convention (ahun 1972
dan  perjanjian  internasional i
telub  dirutitikasi dengan Kepu-
tusan Presiden Republik [ndoncsia
Nomor 20 Tahun 1996, Puda kon-
venst inl digtur mengenai sistem
tanggund jawah, stapa yang ber-
tanggung jawab. apa yang diper-
tungeungjawabkan,  supa  vang
berhak atas ganti Kerugian, serta
jumlab dan  proscs  pemberian
sunti kerugian, Dengan demikian
konvenst i menentukan bahwa
negaryd peluncur bertanggung ja-
wab terhadap kerugian di permu-
kKaan burm yang disebabkan oleh
benda angkasanya, baik kerugin
alits pesiwat udara dalam pener-
bangan. dan benda angkasa negara
lain, maupun orang atau benda di
atasnya. Selain i, karena tiduk
ada pernbatasan berdasarkan geo-
grafi, maka konvensi itu berlaku
Jika terjadi kerusakan yang dise-
babkan oleh benda-benda ungkasa
di manapun kerusakan terjadi.
Beberapa  kemungkinan  bahaya
yang dapat menimbulkan  keru-
sakan atau kerugion akibat benda-
benda angkasa dun kegiatan di
raang angkasa, antara lain  akibat
pecahan-pecahan benda angkasa,
jatuhnya  benda angkasa dan
bugian-bagiannya ke bumi, radiasi
nukhir, polusi akibat bahan bakar
untuk  pelupcuran, bakteri  atau
VITUS yang mungkin terbawa dan
ruang angkasa ke bumi. tabrakan
#ntara benda angkasa dengan pe-
suwal udara, atau tabrakan antara
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TERHATIAP PIHAK YANG FARITCGINAN DATAM PELENTCLEAN

benda  angkasa  salu sama  lain
{Privatna. 1977 123, Jadi akibat
negatil durl Keglatan ruung ang-
kasa bdak hanya sekedar nisiko
kehilungan atau kerusakan henda
anpkiasa, wiapn Juis percobaan-
percobaan berbahaya vang dapat
mempengaruhi keberadaan  umat
manusia secara keseluruhan, me-
rusak lingkungan bumi, mence-
mari atmaoster, dan menimbulkan
pangguan  terhadap kehidupan
bumi.

Sebelum Lichifity Convention
tahun 1972 berlaku, ketentuan
yang mengatur tentang ganti ke-
rugian yang chakibatkan  benda-
henda angkusa adalah berdasarkan
huoku nasional masing-masing ne-
sara. Karena  sifat-sifat khuosuos
kerugian  akibat kegatan  roang
angkasa  yang  selalu memiliki
dampak mternasional, maka hu-
kumn nasional dipandang tidak me-
madai utuk menyelesaikan kasus-
kasus vang mungkin terpadi. Apa-
bila suatu benda angkasa jatuh di
negara vang meluncurkannya, ma-
ka hal ini dapat diselesaikan oleh
bukwm masionalnya, Namun jika
benda angkasa yang diluncurkan
oleh suate negava dan jatuh d
negara lisin (bukan negara pelun-
cur) serfa menimbuikan Kerugian
terhadap worang danfatau  harta
benda, maka bal 1tu akan memiliki
dampak internasional dan limbul
masalah  yang berkaitun dengan
pertangaungiawaban atas kerugi-
an tersehut.
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Sctam itu hal yang perlu di-
perhatikan., jika terjadi kerugian
terhadap pihak lain yang diaki-
batkan keglatan roang  anghkasa,
adalabh s1apa yang dapat dimintal
pertangungiawiaban atas keropian
eesebut. Hal ini sanga penting
diketahui,  sehubungan  negara,
Bradan swasti, Aaupan organisasi
internasional dimungkinkan untuk
niclukuban kegiatan di ruang ang-
kasa. Dalam era glohalisas i
badan-hadan  swasta  telah  ber-
peran sangat aknl dalam Kegiatan
muang angkasa, dan Kemungkinan
tnmbulnyy  kerugian  terhadap
pihak hun di bumi maupun
ruang angkasa makin menimgkat,

Kerugian yang diakibatkan ke-
giatan ruang ungkasa mempunya
perbedann dengan kegiatan-kegi-
atan luin yang dilakukan d darat,
laut, atau udara. Untak kegiatan
scln di ruang angkasa, dinya-
takan bahwa barung siapa vang
kiwena kegratannya menycbabkan
kerugiun  terhadap  pibak  lain,
maka pihak yang menyebabkan
kemigian tersebul harus bertang-
gung juwab, Sementara itu, dalam
kegiatan i ruang ungkasa, secara
varidis yang bertanggung jawab
alas kerugian vang umbul adalah
negura.  Pasal & Ownter Space
Treary tahun 1967 menyatakan
hahwa negara peserly perjanjian
seeuara internasional bertanggung
jawilb untuk kegintan-kegiatan na-
sionaloya di ruang angkasa, ter-
masuk  bulun  dan  benda-benda

@)

angkasa katnnya. baik vang dila-
kukan pemerintah maupun swasta.
Dengan demikian jika adua perusa-
haan swasta nasional yang tunduk
pada hukum nasionat suatn negara
yang meluncurkan sawelit, maka
negara itu bertanggung jawab atas
kerugian terhadap pihak lain ter-
scbut. Liohifity Convention 1ahun
1972 1itn dapat diterapkan terha-
dap scluruh kerugian vang dise
babkan oleh benda-benda angka-
sa, baik kerugion it terjadi di
wilayah darat, wilayah laur. atau
wilayah udara suatu nepara, dan
hal itu berlaku juga di ruang ang-
kasa serta laut inlernasional.

Pasal 6 Quter Space Treuaiv
tahun 1967 juga menyatakan bah-
wa dalam hal kematan di ruang
angkasa itu dilakuakan oleh suatu
organisasi  internasional.  maka
yang bertanggung jawab atas ke-
rugian yang dimimbulkannya ada-
lih organisasi inlenasional vang
bersangkutan  bersama-sama  de-
ngat negara  peserta  perjanjian
yang menjadi anggola organisasi
internasional tersehul. Organisisi
internasional adalah organisast in-
ernasional antur-negara dau or-
ganisasi  internasional  antar-pe-
merintah {Goverament (rganiza-
tiowr), dan bukan merupakan orga-
nisasi internasional swosta (New-
Government Organtzation/ NGO},
Istilah negara di sini adalah nepa-
ra peluncur, yaitu negara yang
meluncurkan benda angkasa ke
ruang angkasa. Menural Pusal 1



burat ¢ Lighifity Convention tahun

1972 yang dimaksud dengan ne-

gara peluncur adalah:

. Suatu ncgara yang meluncur-

kan atau memanfaatkan pelun-

curan benda angkasa.

Suat negara vang wilayahnya

digunakan uwntuk  peluncuran

ataa memberikan fasilitas un-
tuk peluncuran benda angkasa.

Ketentuan Pasal 1 tersebut di

atas, scbenarnya, sama dengan

vuhg terdapat pada Pasal 7 Outer

Space Treatv wahun 1967, hanva

perumusannya lebih  sederhana.

[rari perumusan pasal tersebut er-

nyati ada 4 (empat) negara ber-

beda yang berkaitan dengan pe-
luncuran, yaitu:

I. Negara vyang meluncurkan
benda ke ruang angkasa dari
wifayahnya dengan menggu-
nukan sarananya sendhirl.

2. Negara il meluncurkan benda
ke ruang angkasa dar wilayah
negara lun berdasarkan per-
Janjtan dengan negara terschut
yang menggunakan sarananya
sendiri atau sarana setempat.

3. Negara yang mengadakan pe-
luncuran benda ke ruang ung-
kusi mikik negara lain atau ba-
dan non-pemerintah lainnya.

4, Negaru yang menyediskan sa-
rana peluncuran untuk diguna-
kan oleh negara lain di dalam
wilayah negara lain tersebul.
Apabila keadaan demikiun ter-

1adi, maku sermua negara yang ter-

libat harus dianggap bertanggung

F-d
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jawah baik secara bersama-sama
maupun sendiri-sendirl atas keru-
gian yang diakibatkan olch benda
angkasa tersebut. Apabila soste
negara telah membayar ganti ke-
rumian vang ditimbulkan, maka
negara 1ty berhak menuntue pem-
Bravaran kembali kepada negara
peluncur lainnva. Ih antara negara
peluncur tersehut dapat diadakan
perjanjian khusus tentang kewa-
jiban yung umbul dan langgung
Juwabh tersebut.

D1 dalum Pasul 7 Liabilits
Convention  tuhun 1972 yang
mengatur tentang siapa yang ber-
hak atas ganti kerugian yang di-
sebabkan kegratan ruang angkasa
ternyata ada pembatazan vaitu ha-
Nya Negara asing, warga negara-
nyid. atau harta bendanya dan ne-
gara asing vang tidak ikut berpar-
tisipasi dalam Kegiatan tersebut.
Warga negara dan negara pelun-
cur sencin dan warga  negara
asing yang tkut berpartisipasi da-
lam peluncuran danfatau pengope-
rusian benda ruang angkasa sejak
peluncuran sampai dengan turuen
kembali wtuu pada saat mereka
berada di dekat tempar peluncuran
ata b daerah pendaratan  atas
undangan negara peluncur, tidak
ermasuk  dalam mang  lingkup
konvens .

Ketentuan bahwa warga nega-
ra darl negura peluncur sendiri ti-
duk termasok dalam ruang ling-
Kupr Konvensi merupakan pelaksa-
nisan dari ketentuan hukum inter-
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masional  tradisional. Hobungan
antara suatu negara dengan warga
negaranya  diatur  dalam  hukum
nasional  nesura  masing-masing.
Noeguri menentukan tentang hak
Jdan kewyibun darn warga negara-
nvin Ketentoan bukam internasio-
nal tradisional m merupakan kon-
sehuenst dun adanya kedaulatan
nemach {Boer Muona, 20000 24,
Warga negara asing  yang lurul
serta dalam keguatan ruang ang-
kasa atuu mercka yang diundang
oleh negara peluncur untuk hadir
di sekitar dacrah peluncuran atan
pendaratan benda angkasa, karena
mwreka berada dalam pengawasan
negara peluncur maka hokum na-
sionul negara peluncur akan berla-
ku bagt mereka, kecuah ada per-
janpiun khusus anlara negara pe-
luncur dengan warga negara asing
tersehut mengenat terjadinyis ke-
celakean akibat adanva Kegiatan
ruinyg angkasa. Sclain itu diang-
sup wajur jika konvens: tidak ber-
laku bagi orang-orang yang hadir
di sekitar cdacrab peluncuran atau
pendaratan alas undahgan negara
peluncur, kurena mereka  mene-
rima dan menghadinn undangan
tersebaull,

Pada Liakbility Convention (a-
hun 1972 dikenul ada 2 (dua)
mucam prinsip tinggong jawab,
vilta ahsofure Hability principle
atall  prinsip  langgung  jawab
mutluk  dan presenpiion of fa-
hiline principle atau prinsip bahwa
nezara peluncur  dianggap  ber-

tanggung jawab. Abselute fiability
principle diawr dalam Pasal 2
Linhifity Canvention tahun 1972
yvang menyatakan hahwa nepara
peluncur bertangpung jawab secu-
ra mutlak untuk membayar kom-
pensasi atas kenigian yang terjad
di permukaan bumi atau terhadap
pesawat udara yang sedang dalam
pernerbangan  vang disebabkan
olech benda angkasa. Pemberlaku-
an prinsip tanggung jawab mutlak
ini  didasarkan pada permikiran
hahwa akibat kegiatan tuang ang-
kasa memiliki risiko tinggi dan
sifat yang khusus, karena diperlu-
kan pengetahuan terhadap tekno-
logi canggih. Selain itu alasan
yang mendasan prinsip tanggung
jawab mutlak adalah kenidakmam-
puan pihak yang dirugikan untuk
memberikan suatu  pembuktian
vang lengkap scbagaimana yang
diperlukan dalam kasus pembi-
yaran ganti Kerugian yang uruim,
di mana harus ada pembuktian
terhadap adanya unsur kesalahan
atan Kelalaian yang disengaja. Hal
ini  disebabkan adanya asumsi
bahwa tidak mungkin bagi orang
awarn unfuk mengerti dan mem-
biayal suatu pemeriksaan  alau
penelitian untuk mencari sebab-
sebab teknis dari kesalaban di
pihak operalor atau negara pelun-
cur. Dengan demikian tanggung
jawab mutlak ini adalah  dasar
tingzung jawab  yang benisaba
melindungi  kepentingan  prhak
vang dirugikan dan tidak  turat
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serta dalam svaty kegalan yang
mengandung  risiko berhahaya
ying sangat tinggi. akan fetapi
tanpa keinginannya dapat mera-
sakan akibat negatif dari aktifitas
ersehut  (Mieke Komar Kanta-
atmadja. 1988: 1271, Misalnya
Jika kerugian it terjadi i per-
mukaanr bumi, seperti kepingan
bends  angkasa  yang  menimpa
manusia  atag  sualy bangunan,
atau ferjadi kontaminasi nuklic
permukaan bumi sehingga meru-
sak alam lingkungan sekitarnya,
maka pihak yang dirugikan tidak
perlu memberikan suatu pembuk-
Lan tentang adanya unsur kesalah-
an pada prhak negara petuncur,
tetapi cukup dengan menunjukan
fakta adanys kerugian tersebut
yang disebabkan oleh suaiu benda
angkasa yang dodentifikasikan se-
bagan milik nepara peluncur,

Di sisi lain, Pasal 6 Liability
Conventiont tabun 1972 meng-
punakan Presumption of Liakifity
Principle atau prinsip bahwa ne-
gard peluncur dianggap bertang-
gung Jawab karena memberikan
kemungkinan kepada negare pe-
luncur untuk membebaskan din
dari 1anggung jawabnya jika dapat
membuklikun  buhwa  kerugtan
yang terjadi baik untuk sebagian
atau sclurthnya disebabkan oleh
kesalaban atau kargne perbuatan
alau pembiaran yang dilakukan
dengan sengaa untuk menimbul-
kan kerugian darn pihak negara
YAaRE menunlul alau dart pero-
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rangan atau badan hukum yang
diwakilimya.  Pembebason  tang-
pung Jawab tidak bertaku jika ke-
ruglan vang ditmbulkan merupa-
kin akibuat dari kegiatan negara
peluncur vang  tdak sesuai de-
ngan hukum internasional, khu-
susnya Plugam FBB dan futer
Spave Treary whun 1967, Prinsip
tanggung  pavwab vang ada pada
Pasal & tersehut diberlakukan bag
kerugian  akibat kegiatan ruang
angkasa yung terjadi dimanapun.
sehiin di permukaan bumi atau
techadap pesawat udara yang se-
dang datam penerbangan, missal-
nya kerugan atas benda anghkasa
tmilik negara lain yang tefah di-
termpatkan  pada  orbitnya  atau
keruglan atas orang atau  hara
benda yang  berada  di dalam
pesawat ruang angkasa.

Berkaitan dengan hal di atas,
ada  beberapa  ketentuan  dalam
Liability Ceonvention tahun 1972
YUNE mengatur prosedur tuntutan
atus ganti kerugian, Misalnya Pa-
sal 9 menvatakan bahwa tuntutan
ganti kerugian dapat diajukan ke-
pacla negwry peluncur melalui sa-
luran diplomatik. Pasat 14 menya-
tukan apabila  melalui  saluran
diplomatik tidak  dapat tercapai,
maka tuntutan dapat diajukan ke
komust Klaimm yang dibentuk atas
permintaan salah satu pihak, Ko-
masi klaim harus mempunyai
kommposisi yang  ferdin dart 3
(fgd} anggowa, yakni satu orang
wakil dan negara penuntut, satu
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orang wakil dari negara peluncur,
dun satu orang wakil dari pihak
Ketiva, Pada Pasal 19 Ayal (2)
dinvatakan hahwa keputusan ko-
misi Kl merupakan keputusan
linal. Jdan, mengikat  jika  telah
mendapat persetiuan dart masing
masing pibak, Apahila tidak ada
hubungan diplomatik dengan ne-
wara peluncur maka dapat minta
bantuan  dari negara lan untuk
mensajukan stas namatrya. Selain
mu tuntutan dapuat melalui Sekjend
PBB  denuun syarat  keduanya
ingeota PRB. Mengena tenggang
wakiu pengajuan untutan adalah
viduk lebih dari saru tahun sejak
tetjadinyi kerugian atan sejak di-
ketahitva, negara peluncur ber-
tanggung jawah. Namun jika su-
att negara tidak tahu kapan terju-
dinya kerugion atau belum dapat
mengelithul negara peluncur yang
herlangounyg jawab maka untatan
dapat  diagukan 1 tsatud tahun
sejak selesul mempelajari fakta-
lakta vang adin

Berdasarkan konvensi di atas,
cuntl kerugian yang harus dibayar
aleh negary peluncur sebagai ne-
gara yang herlanggung jawab atas
kerusakun arau kerugman vang di-
deriti, harus seswa dengan prinsip
hukum mlernasional dan prinsip
persamaan derajat serta keadilan,
Apamla nepara penuntut dan ne-
pard pembayar ganti Kerugian se-
wju mengena bentok tain dan
pembayiaran ganti kerugian, maka
harus dibayvarkan berdasarkan ma-

-

ta uang dari negara penuntut atau
Jika negara ity mengajukan per-
mohonan bahwa mata uang wr-
sebut adulah mata uwang dari ne-
Jara yang membayar ganti kerugi-
an.

PENUTUP

Dalam  kegiatan  peluncuran
dan pengoperasian satehit ruang
angkasa tidak menutup Kemung-
kinan terjadinya kegagalan, yang
mengakibatkan bahaya dun me-
nimbutkan suatu kerugiun terha-
dap pihak lain, termasuk yang ada
di permukaan bumi. Adanya baha-
ya dan kerugian akibat dam kegi-
atan ity secara yuridis yang her-
tanggung jawab adalah negara,
dalam hal im negara peluncur
satelit. Sedangkan prinsip tang-
gung jawab yang digunakan jika
terjadi peristiwa yang memimbul-
kan kerugian pihak lain akibat
peluncuran dan pengoperasian sa-
telit ruang angkasa ada 2 {dua}
macam, yaitu absedute fHabifiy
principle dan presumyrion of -
bilirv principle. Prinsip tanggung
jawab yang pertama digunakan
untuk kerugian yang terjadi di
permukaan bumi dan ruang udara,
Sedungkan prinsip yang kedua
digunakan uniok kerugian yang
terjadi di ruang angkasa. Selain
ity dalam membenkan ganti Keru-
pian, negara petuncur satelit harus
memperhatikan prinsip hukum -
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ternasional dan persumaan derajal
serta keadilan.
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